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ABSTRAK:

CATATAN :

Ketentuan Pasal 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 Tentang
Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum menyebutkan bahwa
Pengendalian Gratifikasi mengikat dan wajib dipatuhi oleh seluruh Jajaran KPU, PPK, PPS,
PPLN, KPPS, dan KPPSLN. Berdasarkan hal tersebut, perlu membentuk Unit Pengendalian
Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar dalam
rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi, sebagai upaya
untuk mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di
lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka perlu
menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar tentang
Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022

Dasar hukum keputusan ini adalah : UU No. 28 Tahun 1999; UU No. 31 Tahun 1999; UU
No. 30 Tahun 2002; UU No. 5 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017; PP
No. 42 Tahun 2004; PP No. 60 Tahun 2008; PP No. 94 Tahun 2021; Perpres No. 55 Tahun
2012; Permenpan RB No. 60 Tahun 2012; PKPU No. 17 Tahun 2012; PKPU No. 15 Tahun
2015; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020.

Dalam Peraturan Komisi ini diatur tentang : Pembentukan Satuan Tugas Unit
Pengendalian Gratifikasi beserta tugas dan wewenangnya pada Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Kepulauan Selayar.
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